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terpenuhinya keamanan transaksi konsumen. Tanggung jawab tersebut dapat
didasarkan pada prinsip liability based on fault maupun strict liability,
tergantung pada konstruksi hubungan hukum yang terjadi. Selain itu,
perlindungan konsumen dalam transaksi marketplace di Indonesia masih
menghadapi tantangan, seperti lemahnya pengawasan, ketidakseimbangan
posisi para pihak, serta keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh
karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan akuntabilitas
platform digital guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang
optimal bagi konsumen. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi
mengenai tanggung jawab platform digital serta peningkatan mekanisme
perlindungan konsumen guna menciptakan kepastian hukum dalam transaksi
marketplace di Indonesial.

How to cite, example

Ni Made Trisna Dewi, & Sang
Ayu Made Ary
Kusumawardhani. (2026).
Tanggung Jawab  Hukum
Platform Digital Terhadap
Kerugian Konsumen Dalam
Transaksi Marketplace. Journal
of  Multidisciplinary ~ Law

Studies, 1(2), 80-90.
https://doi.org/10.60153 /tk7
y5e49

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola perdagangan
konvensional menjadi perdagangan digital berbasis marketplace yang mempertemukan
pelaku usaha dan konsumen dalam satu sistem elektronik terintegrasi. Transformasi tersebut
tidak hanya memberikan kemudahan dalam aktivitas transaksi, tetapi juga menimbulkan
berbagai persoalan hukum baru, khususnya terkait tanggung jawab platform digital terhadap
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kerugian konsumen. Dalam praktiknya, marketplace tidak lagi sekadar berfungsi sebagai
perantara transaksi, melainkan turut mengendalikan sistem pembayaran, distribusi informasi
produk, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Kondisi tersebut menimbulkan
konsekuensi yuridis mengenai sejauh mana platform digital dapat dimintai
pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami konsumen dalam transaksi elektronik.
Marketplace tidak hanya berfungsi sebagai media perantara, tetapi juga sebagai ekosistem
digital yang menyediakan berbagai fitur pendukung transaksi, seperti sistem pembayaran,
logistik, dan perlindungan konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa platform digital
memiliki peran yang semakin kompleks dalam struktur hubungan hukum antara para pihak
dalam transaksi elektronik (Dahayu & Adbaida, 2025). Di balik kemudahan yang ditawarkan,
transaksi melalui marketplace juga menimbulkan berbagai risiko hukum, khususnya terkait
dengan kerugian konsumen. Kerugian konsumen dalam transaksi marketplace tidak hanya
terbatas pada kerugian material berupa ketidaksesuaian barang, keterlambatan pengiriman,
atau tindakan penipuan oleh penjual, tetapi juga berkembang pada bentuk kerugian
immaterial seperti penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi konsumen. Kondisi ini
menunjukkan bahwa perkembangan perdagangan digital telah memperluas dimensi
perlindungan konsumen, tidak hanya pada aspek barang dan jasa, tetapi juga pada aspek
keamanan data dan privasi pengguna. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen,
kerugian tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen atas keamanan,
kenyamanan, dan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Oleh karena itu,
diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab platform digital
dalam menjamin perlindungan konsumen di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan adanya
ketimpangan posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha, serta lemahnya posisi
konsumen dalam menghadapi sistem yang dikendalikan oleh platform digital (Kristiyanti,
2017). Dalam konteks ini, platform digital tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai
pihak netral, melainkan sebagai entitas yang memiliki kontribusi terhadap terjadinya
transaksi dan potensi kerugian yang timbul.

Secara normatif, perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia telah
diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta
perubahannya. Namun demikian, kedua regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur
batas tanggung jawab platform marketplace terhadap kerugian konsumen yang timbul dalam
transaksi digital. Ketidakjelasan pengaturan tersebut menimbulkan kekaburan norma
mengenai posisi hukum platform digital, apakah hanya sebagai perantara transaksi atau
sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas keamanan dan keberlangsungan sistem
elektronik yang mereka kelola. Akibatnya, dalam praktik sering terjadi ketidakpastian hukum
dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban marketplace terhadap konsumen yang
dirugika (Dewi, 2025). Namun demikian, pengaturan mengenai tanggung jawab platform
digital masih belum secara eksplisit dan komprehensif mengatur batas-batas tanggung jawab
marketplace terhadap kerugian konsumen. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum,
terutama dalam menentukan apakah platform dapat dimintai pertanggungjawaban
berdasarkan prinsip kesalahan (liability based on fault) atau bahkan tanggung jawab mutlak
(strict liability) (Usman, 2017). Dalam praktik transaksi marketplace, platform digital
umumnya menggunakan klausul baku yang disusun secara sepihak dan mengandung
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pembatasan tanggung jawab terhadap kerugian konsumen. Klausul tersebut pada umumnya
ditempatkan dalam syarat dan ketentuan penggunaan platform yang wajib disetujui pengguna
tanpa melalui proses negosiasi. Kondisi ini menempatkan konsumen pada posisi yang lemah
karena tidak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian secara seimbang. Selain
berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum perjanjian,
klausul eksonerasi tersebut juga dapat melemahkan efektivitas perlindungan konsumen
dalam transaksi elektronik. Klausul tersebut pada umumnya disusun secara sepihak dan
cenderung merugikan konsumen, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan
perlindungan konsumen (Pembayun & Gunawan, 2025). Kondisi ini memperkuat urgensi
untuk mengkaji kembali konstruksi tanggung jawab hukum platform digital dalam transaksi
marketplace, khususnya dalam perspektif hukum perlindungan konsumen.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, diperlukan suatu kerangka
hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, guna menjamin
kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen. Berbagai
penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas perlindungan konsumen dalam transaksi
elektronik secara umum dan belum secara spesifik mengkaji konstruksi tanggung jawab
hukum platform marketplace berdasarkan prinsip liability based on fault, strict liability, dan
intermediary liability dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, kajian mengenai hubungan
antara tanggung jawab platform digital dengan perlindungan data pribadi konsumen juga
masih relatif terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk
menganalisis konstruksi tanggung jawab hukum platform digital terhadap kerugian
konsumen dalam transaksi marketplace serta mengevaluasi efektivitas regulasi perlindungan
konsumen digital di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
teoritis dalam pengembangan konsep tanggung jawab hukum platform digital dalam sistem
perdagangan elektronik, khususnya terkait penerapan prinsip intermediary liability dan
perlindungan konsumen digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi
rekomendasi akademik bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih
komprehensif mengenai batas tanggung jawab marketplace terhadap kerugian konsumen.
Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,
diharapkan tercipta kepastian hukum, peningkatan akuntabilitas platform digital, serta
perlindungan konsumen yang lebih optimal dalam transaksi marketplace di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research), yaitu
penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum, asas hukum,
doktrin hukum, serta konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan tanggung jawab platform
digital terhadap kerugian konsumen dalam transaksi marketplace. Pendekatan normatif
dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara pengaturan hukum
yang berlaku dengan perkembangan praktik perdagangan digital yang semakin kompleks.
Penelitian ini bersifat preskriptif dan argumentatif, yaitu tidak hanya mendeskripsikan
ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi hukum mengenai
bentuk pertanggungjawaban platform marketplace dalam perspektif perlindungan konsumen.
Melalui pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk menemukan kekaburan norma,
kekosongan pengaturan, serta kebutuhan reformasi hukum terkait tanggung jawab platform
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digital dalam sistem perdagangan elektronik di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk
menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta
doktrin hukum yang relevan dengan isu yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2015)

Ketiga, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang
berkaitan dengan perlindungan konsumen, transaksi elektronik, dan penyelenggaraan sistem
elektronik, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori serta doktrin
hukum mengenai tanggung jawab hukum platform digital, liability based on fault, strict
liability, dan intermediary liability. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara terpadu
untuk menganalisis konstruksi tanggung jawab marketplace terhadap kerugian konsumen
dalam transaksi digital. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis normatif
terhadap pengaturan hukum dan konsep pertanggungjawaban platform digital dalam sistem
hukum Indonesia

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dipergunakan secara sistematis sesuai
dengan kebutuhan analisis penelitian. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi elektronik, seperti
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya,
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan
dengan penyelenggaraan marketplace digital. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks,
jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin para ahli yang digunakan untuk
memperkuat argumentasi hukum mengenai tanggung jawab platform digital dan
perlindungan konsumen. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum,
ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya digunakan untuk membantu memahami istilah
serta konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library
research), yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber
hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif
melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan argumentasi hukum terhadap
seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan. Metode interpretasi gramatikal digunakan
untuk memahami makna norma berdasarkan rumusan bahasa dalam peraturan perundang-
undangan, sedangkan interpretasi sistematis dilakukan dengan menelaah keterkaitan antar
ketentuan hukum dalam sistem perlindungan konsumen dan transaksi elektronik di
Indonesia. Adapun interpretasi teleologis digunakan untuk menafsirkan tujuan pembentukan
norma hukum, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi
konsumen dalam transaksi marketplace. Melalui metode analisis tersebut, penelitian ini
diarahkan untuk memperoleh konstruksi hukum yang komprehensif mengenai bentuk
tanggung jawab platform digital terhadap kerugian konsumen serta menemukan argumentasi
hukum yang relevan dalam menghadapi perkembangan perdagangan digital teleologis.
Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai
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konstruksi tanggung jawab hukum platform digital serta menemukan argumentasi hukum
yang tepat dalam menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan platform digital berbasis marketplace telah membawa perubahan
mendasar dalam struktur hubungan hukum antara pelaku usaha, konsumen, dan penyedia
platform. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa marketplace dalam perkembangan
perdagangan digital modern tidak lagi dapat diposisikan hanya sebagai perantara pasif (passive
intermediary), melainkan telah berkembang menjadi penyelenggara sistem elektronik yang
memiliki kontrol signifikan terhadap keseluruhan proses transaksi. Keterlibatan platform
digital terlihat dari pengaturan sistem pembayaran, pengelolaan algoritma pencarian produk,
verifikasi identitas penjual, pengawasan aktivitas transaksi, hingga penyediaan mekanisme
penyelesaian sengketa secara internal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa platform digital
memiliki kontribusi langsung terhadap terciptanya hubungan hukum antara pelaku usaha dan
konsumen. Oleh karena itu, secara yuridis marketplace tidak dapat sepenuhnya melepaskan
diri dari tanggung jawab atas kerugian konsumen, karena platform turut menentukan
keamanan, keandalan, dan keberlangsungan sistem transaksi elektronik yang mereka kelola .
Hal ini terlihat dari berbagai fitur yang disediakan oleh platform, seperti sistem pembayaran
terintegrasi, verifikasi identitas penjual, pengelolaan distribusi barang, serta penyediaan
mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, keberadaan platform tidak hanya
bersifat fasilitatif, tetapi juga determinatif terhadap keberlangsungan transaksi dan potensi
kerugian yang dialami konsumen (Athallah & Gunadi, 2025). Dalam praktiknya, kerugian
konsumen dalam transaksi marketplace menunjukkan pola yang beragam dan kompleks. Salah
satu bentuk kerugian konsumen yang paling sering terjadi dalam transaksi marketplace adalah
ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan deskripsi produk yang ditampilkan pada
platform digital. Kondisi tersebut pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak
konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang
dan jasa sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam
praktiknya, marketplace turut memiliki peran dalam penyebaran informasi produk karena
platform menyediakan ruang, sistem promosi, dan algoritma yang mendukung distribusi
informasi kepada konsumen (Kandia & Wiryawan., 2025). Oleh karena itu, apabila platform
tidak melakukan pengawasan secara memadai terhadap konten atau aktivitas penjual, maka
marketplace dapat dipandang turut berkontribusi terhadap timbulnya kerugian konsumen
dalam transaksi elektronik. Selain itu, terdapat pula kasus penipuan oleh penjual yang
memanfaatkan kelemahan sistem verifikasi marketplace. Keterlambatan atau kegagalan
pengiriman barang juga menjadi bentuk kerugian yang sering dialami konsumen, terutama
dalam transaksi lintas wilayah. Lebih lanjut, perkembangan teknologi digital juga
memunculkan jenis kerugian baru, yaitu penyalahgunaan data pribadi konsumen, baik oleh
pihak penjual maupun oleh sistem platform itu sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa
kerugian konsumen tidak hanya bersifat material, tetapi juga immaterial yang berkaitan
dengan pelanggaran hak privasi dan keamanan data (Ardenolis et al,, 2025)

Dari perspektif hukum, tanggung jawab platform digital dalam transaksi marketplace
dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan liability based on fault
menempatkan tanggung jawab hukum platform digital pada adanya unsur kesalahan atau

Copyright © Ni Made Trisna Dewi & Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani, 2026 Page | 84


https://journal.tirtapustaka.com/index.php/jomles/index

E-ISSN 3123-8416

ey R Journal of Multidisciplinary Law Studies
This is an open access article under the CC-BY-SA Vol. 1, No. 2 (2026): 80-90
license https://journal.tirtapustaka.com/index.php/jomles/index

kelalaian yang dilakukan oleh marketplace dalam menjalankan sistem elektroniknya. Dalam
konteks transaksi marketplace, bentuk kelalaian tersebut dapat berupa kegagalan melakukan
verifikasi terhadap identitas penjual, tidak tersedianya sistem keamanan transaksi yang
memadai, lambatnya penanganan pengaduan konsumen, maupun pembiaran terhadap
aktivitas penjualan ilegal dalam platform (Hasanov et al., 2026). Namun demikian,
perkembangan praktik perdagangan digital menunjukkan bahwa pembuktian unsur kesalahan
seringkali sulit dilakukan oleh konsumen karena keterbatasan akses terhadap sistem dan
informasi yang dikuasai oleh platform. Oleh karena itu, pendekatan strict liability mulai
dipandang relevan untuk diterapkan dalam kasus tertentu, khususnya apabila kerugian
konsumen timbul akibat kegagalan sistem elektronik yang sepenuhnya berada di bawah
kendali marketplace. Dalam konteks ini, platform dapat dimintai pertanggungjawaban apabila
terbukti lalai dalam melakukan pengawasan terhadap penjual, tidak menyediakan sistem
keamanan yang memadai, atau gagal dalam menangani pengaduan konsumen secara efektif.
Kedua, pendekatan strict liability, yaitu tanggung jawab tanpa perlu pembuktian kesalahan,
yang mulai relevan diterapkan dalam konteks perlindungan konsumen, terutama ketika
kerugian timbul akibat kegagalan sistem yang sepenuhnya berada dalam kendali platform.
Ketiga, pendekatan intermediary liability, yang menempatkan platform sebagai perantara yang
tetap memiliki kewajiban tertentu dalam mengawasi aktivitas pengguna dan mencegah
terjadinya pelanggaran hukum dalam sistemnya (Siregar et al., 2024).

Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan global maupun nasional untuk
memperluas cakupan tanggung jawab platform digital. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa
platform memiliki kontrol yang signifikan terhadap ekosistem transaksi, termasuk dalam
menentukan aturan main (terms and conditions), mengelola algoritma pencarian produk, serta
mengatur mekanisme pembayaran dan distribusi. Oleh karena itu, tidak tepat apabila platform
sepenuhnya melepaskan tanggung jawab dengan alasan hanya sebagai perantara. Sebaliknya,
platform harus dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban untuk menjamin
keamanan, keandalan, dan transparansi sistem yang mereka kelola (Amaliya et al., 2025).
Namun demikian, implementasi tanggung jawab hukum platform digital di Indonesia masih
menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya
pengaturan yang secara spesifik dan komprehensif mengatur batas tanggung jawab
marketplace dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen
dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memang telah memberikan dasar
hukum bagi perlindungan konsumen, tetapi belum secara eksplisit mengatur peran dan
tanggung jawab platform digital dalam konteks marketplace. Akibatnya, terjadi ketidakpastian
hukum dalam menentukan sejauh mana platform dapat dimintai pertanggungjawaban atas
kerugian konsumen (Jasmine et al., 2022).

Selain itu, dalam praktik kontraktual, platform digital umumnya menggunakan klausul
baku (standard contract) yang membatasi atau bahkan mengalihkan tanggung jawab kepada
pengguna, baik penjual maupun pembeli. Klausul baku dalam marketplace pada umumnya
disusun secara sepihak oleh platform digital dan wajib disetujui pengguna tanpa adanya proses
negosiasi yang seimbang. Dalam praktiknya, klausul tersebut sering mengandung pembatasan
tanggung jawab atau klausul eksonerasi yang membebaskan platform dari tuntutan kerugian
konsumen akibat transaksi yang terjadi dalam sistem mereka (Kumar., 2024). Kondisi ini
berpotensi bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang
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melarang pelaku usaha mencantumkan klausul yang menghilangkan tanggung jawab atau
merugikan konsumen secara sepihak. Oleh karena itu, penggunaan klausul baku dalam
marketplace harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan konsumen dan prinsip
keseimbangan para pihak dalam hubungan kontraktual elektronik. Kondisi ini menimbulkan
ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dan platform, sehingga bertentangan
dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen. Bahkan dalam beberapa kasus, klausul
baku tersebut mengandung klausul eksonerasi yang secara tegas membebaskan platform dari
tanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen (Wisman, 2024).

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan mekanisme
penyelesaian sengketa dalam transaksi marketplace. Walaupun sebagian besar marketplace
telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara internal melalui fitur pengaduan
konsumen, efektivitas sistem tersebut masih menghadapi berbagai kelemahan mendasar
(Hakim., 2026). Dalam praktiknya, platform digital tidak hanya berperan sebagai fasilitator
sengketa, tetapi juga memiliki posisi dominan dalam menentukan prosedur, mekanisme
pembuktian, serta hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui sistem internal mereka.
Kondisi tersebut menimbulkan potensi ketidaknetralan dan ketidakseimbangan posisi antara
konsumen dengan platform maupun penjual (Sujana et al., 2025). Selain itu, keterbatasan akses
terhadap penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi menyebabkan banyak konsumen memilih
untuk tidak melanjutkan tuntutan hukum karena biaya, waktu, dan prosedur yang tidak
sebanding dengan nilai kerugian yang dialami (Simanjuntak et al., 2026). Banyak konsumen
yang mengalami kesulitan dalam mengakses mekanisme tersebut, baik karena kurangnya
transparansi, keterbatasan informasi, maupun adanya bias dalam proses penyelesaian yang
cenderung menguntungkan platform atau penjual. Di sisi lain, penyelesaian sengketa melalui
jalur litigasi juga tidak selalu menjadi solusi yang efektif, mengingat biaya dan waktu yang
diperlukan relatif besar dibandingkan dengan nilai kerugian yang dialami konsumen
(Simatupang & Saragih., 2024). Dari perspektif perlindungan data pribadi, tanggung jawab
platform digital juga semakin kompleks. Platform marketplace dalam menjalankan aktivitas
perdagangan digital mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola berbagai jenis data pribadi
konsumen, seperti identitas pengguna, alamat, nomor telepon, hingga informasi pembayaran
elektronik. Penguasaan data pribadi tersebut menimbulkan kewajiban hukum bagi platform
digital untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, dan penggunaan data sesuai dengan prinsip
perlindungan data pribadi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Sujana et al.,
2026). Dalam perspektif hukum, kegagalan marketplace dalam menjaga keamanan sistem
elektronik yang mengakibatkan kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi dapat
dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian yang menimbulkan tanggung jawab hukum. Oleh
karena itu, tanggung jawab platform digital dalam transaksi marketplace tidak hanya berkaitan
dengan keamanan transaksi perdagangan, tetapi juga mencakup perlindungan hak privasi dan
keamanan data pribadi konsumen sebagai bagian dari hak fundamental pengguna dalam ruang
digital. Oleh karena itu, platform memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan
keamanan data tersebut. Namun, berbagai kasus kebocoran data yang terjadi menunjukkan
bahwa sistem keamanan yang dimiliki oleh platform masih belum sepenuhnya mampu
melindungi data konsumen. Hal ini menimbulkan implikasi hukum yang serius, terutama
setelah diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia (Afifah.,
2024).
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Secara yuridis, perkembangan hukum menunjukkan adanya pergeseran paradigma
dalam menentukan tanggung jawab platform digital, dari pendekatan yang sempit menuju
pendekatan yang lebih luas dan komprehensif. Perkembangan perdagangan digital
menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam menentukan posisi dan tanggung jawab
platform marketplace dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan consumen (Cariver.,
2025). Marketplace tidak lagi dipandang sebagai pihak netral yang hanya menyediakan ruang
transaksi elektronik, melainkan sebagai aktor utama yang memiliki kontrol signifikan terhadap
sistem perdagangan digital yang mereka kelola. Kontrol tersebut terlihat dari kewenangan
platform dalam mengatur algoritma pencarian produk, sistem pembayaran elektronik,
verifikasi penjual, distribusi informasi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa secara
internal. Besarnya pengaruh platform terhadap keseluruhan proses transaksi menyebabkan
marketplace tidak dapat melepaskan diri dari prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab hukum
atas kerugian yang dialami konsumen. Dengan demikian, perkembangan hukum modern
menunjukkan kecenderungan untuk memperluas tanggung jawab platform digital sebagai
bagian dari upaya menciptakan sistem perdagangan elektronik yang aman, adil, dan terpercaya
bagi seluruh pengguna. Prinsip kehati-hatian (due diligence) dan tanggung jawab
(accountability) menjadi dasar penting dalam menilai sejauh mana platform telah memenuhi
kewajiban hukumnya. Dalam hal ini, platform dituntut untuk tidak hanya bersifat reaktif dalam
menangani sengketa, tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya kerugian konsumen
(Muliawan & Maharani, 2026).

Berdasarkan berbagai permasalahan yang muncul dalam transaksi marketplace,
diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan
perdagangan digital di Indonesia. Reformasi tersebut harus mencakup pengaturan yang lebih
tegas mengenai batas tanggung jawab platform digital, termasuk kewajiban melakukan
verifikasi terhadap penjual, menjaga keamanan sistem elektronik, melindungi data pribadi
konsumen, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan.
Selain itu, pemerintah perlu membentuk sistem pengawasan yang lebih efektif terhadap
aktivitas marketplace guna mencegah praktik perdagangan yang merugikan konsumen.
Pengaturan mengenai intermediary liability juga perlu dirumuskan secara khusus dalam
peraturan perundang-undangan agar terdapat kepastian hukum mengenai posisi dan tanggung
jawab platform digital dalam ekosistem perdagangan elektronik (Wiryawan & Sujana, 2023).
Reformasi tersebut harus mencakup pengaturan yang lebih tegas mengenai tanggung jawab
platform digital, termasuk kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap penjual,
menyediakan sistem keamanan yang memadai, serta menjamin mekanisme penyelesaian
sengketa yang adil dan transparan. Selain itu, diperlukan pula penguatan peran pemerintah
dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas marketplace, serta peningkatan literasi
hukum masyarakat agar konsumen lebih memahami hak dan kewajibannya dalam transaksi
digital. Pada akhirnya, perlindungan konsumen dalam transaksi marketplace tidak hanya
bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada komitmen semua pihak, termasuk
platform digital, pelaku usaha, dan konsumen itu sendiri, untuk menciptakan ekosistem
perdagangan yang adil, aman, dan berkelanjutan. Dengan adanya sinergi antara regulasi yang
kuat, penegakan hukum yang efektif, dan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan kerugian
konsumen dalam transaksi marketplace dapat diminimalisir, sehingga tercipta kepercayaan
publik terhadap sistem perdagangan digital di Indonesia.
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SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tanggung
jawab hukum platform digital dalam transaksi marketplace mengalami perkembangan yang
signifikan seiring dengan meningkatnya peran dan keterlibatan platform dalam ekosistem
perdagangan elektronik. Platform digital tidak lagi dapat diposisikan semata sebagai perantara
(intermediary), melainkan sebagai penyelenggara sistem elektronik yang memiliki kontrol dan
kontribusi langsung terhadap proses transaksi, sehingga turut memikul tanggung jawab atas
kerugian yang dialami konsumen.

Kerugian konsumen dalam transaksi marketplace menunjukkan bahwa platform digital
memiliki keterlibatan langsung dalam proses transaksi elektronik, sehingga tidak dapat
sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab hukum atas kerugian yang dialami
konsumen. Oleh karena itu, marketplace harus dipandang sebagai penyelenggara sistem
elektronik yang memiliki kewajiban menjamin keamanan transaksi, perlindungan data pribadi,
serta efektivitas mekanisme perlindungan konsumen dalam perdagangan digital. Hal ini
menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam era digital tidak hanya berkaitan dengan
aspek transaksi barang dan jasa, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap keamanan dan
privasi data konsumen. Oleh karena itu, tanggung jawab platform digital harus mencakup
aspek teknis, administratif, dan hukum secara menyeluruh.

Secara yuridis, tanggung jawab platform digital dapat dikonstruksikan melalui berbagai
pendekatan, seperti liability based on fault, strict liability, dan intermediary liability. Namun
demikian, perkembangan praktik dan kebutuhan perlindungan konsumen menunjukkan
adanya kecenderungan untuk memperluas tanggung jawab platform menuju prinsip
akuntabilitas yang lebih tinggi. Platform dituntut untuk tidak hanya bertindak sebagai
fasilitator, tetapi juga sebagai pihak yang aktif dalam mencegah terjadinya kerugian konsumen
melalui penerapan prinsip kehati-hatian (due diligence) dan tanggung jawab (accountability).

Di sisi lain, regulasi yang ada di Indonesia masih belum sepenuhnya mampu memberikan
kepastian hukum terkait batas tanggung jawab platform digital. Penggunaan klausul baku yang
membatasi tanggung jawab platform, lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa, serta
rendahnya literasi hukum konsumen menjadi faktor yang memperlemah perlindungan hukum
bagi konsumen. Reformasi regulasi perlu diarahkan pada pengaturan yang lebih tegas
mengenai batas tanggung jawab platform marketplace, termasuk kewajiban verifikasi penjual,
perlindungan data pribadi konsumen, dan penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang
transparan. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas
marketplace guna meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam
transaksi digital.

Dengan demikian, untuk mewujudkan sistem marketplace yang adil dan terpercaya,
diperlukan sinergi antara pemerintah, platform digital, pelaku usaha, dan konsumen dalam
membangun ekosistem perdagangan digital yang berlandaskan pada prinsip keadilan,
kepastian hukum, dan perlindungan konsumen yang optimal.
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